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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGALIHAN
HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN
PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA
PENGAMPUNAN PAJAK

ABSTRAK . - bahwa untuk memberikan pedoman kepada Wajib Pajak dalam melakukan
pengalihan harta dan investasi ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam rangka pengampunan pajak, perlu mengatur ketentu?-n
mengenai tata cara pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan penempatan pada instrumen investasi di
pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak, dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 24 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka
Pengampunan Pajak.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 11 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 131, TLN 5899.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan
pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.

Harta meliputi Harta yang berada di dalam wilayah NKRI, dan/atau di luar
wilayah NKRI.

Tambahan Harta dan Utang yang membentuk nilai Harta bersih yang dilaporkan
dalam Surat Pernyataan telah diterbitkan Surat Keterangan diperlakukan
sebagai perolehan Harta baru dan perolehan utang baru Wajib Pajak sesuai
tanggal Surat Keterangan.

Dalam hal Harta yang diungkapkan berada di luar wilayah NKRI, Wajib Pajak
dapat mengalihkan Harta berupa dana ke dalam wilayah NKRI.

Dana yang telah dialihkan dan ditempatkan pada Rekening Khusus dapat
diinvestasikan pada instrumen investasi.

CATATAN .- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 Juli 2016.



